SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS

Menimbang :

Mengingat

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, maka perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang, dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 990);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1256);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Nomor 90).



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

>

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah Kabupaten Lumajang.

Bupati adalah Bupati Lumajang.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang.

Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lumajang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.

Surat Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau
kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup sebagai  prasyarat
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
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12. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut SKKL adalah jika rencana wusaha
dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dinyatakan layak
lingkungan hidup.

13. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau
komponen lain yang karena  sifat, konsentrasi,
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau  merusak lingkungan  hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk
hidup lain.

14. Limbah  bahan  berbahaya dan  beracun, yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
Surat Rekomendasi UKL-UPL, SPPL, SKKL sesuai peraturan
perundang-undangan.

17. Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah
Kabupaten Lumajang untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu kepada Dinas Lingkungan Hidup agar
tercapai tujuan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
memberikan landasan hukum dalam pengurusan di bidang
perizinan/non perizinan.

Pasal 3

Tujuan  ditetapkannya  Peraturan Bupati ini adalah
meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang
perizinan/non perizinan kepada masyarakat.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Mendelegasikan kewenangan Bupati di bidang perizinan
dan non perizinan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.



(2)

(3)
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Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan
pencabutan izin yang terdiri dari :

register SPPL;

rekomendasi persetujuan UKL-UPL;

surat keputusan kelayakan lingkungan hidup;

izin lingkungan;

izin pembuangan limbah cair ke air atau sumber air;

izin pemanfaatan air limbabh;

izin penyimpanan sementara limbah B3; dan

. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.

@t o a0 TP

Proses penerbitan perizinan dan non  perizinan
sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib
memperhatikan standar pelayanan dan Standar operasional
prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
secara intern dengan PD teknis yang tugas dan
tanggungjawabnya terkait dalam proses penerbitan
perizinan dan non perizinan.

Perizinan  yang  memerlukan rekomendasi dan/atau
survey lapangan dari PD teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat dibentuk Tim dibawah koordinasi
Kepala Dinas.

Kepala Dinas wajib melaporkan secara periodik
penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekosongan pejabat Kepala Dinas,
penandatangan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh
Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang
ditunjuk oleh Bupati.

Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai
dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala Dinas.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI LUMAJANG,
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 41



